BUPATI PESISIR SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 104 /Kpts/BPT-P§/2016

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Menimbang  : a.

Mengingat i L

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangko meningkatkan kesehatan dan
kescjahteraan  keluargn yang  berpendicdikan serta
status keschatan rendah vang ada o Nagar-Nagari
dalam  Kebupaten  Pesisir - Sclatan,  maka  perlu
dilaksanakan pembinaun secara terpadu dari seluruh
sektor melalui Peningkatan Peranan Wanita ch Nagar,

bahwa dalam rangka Penmglcaan Peranan Wamta
Menuju Keluarga Scehat Scjahiters (P2WRSS) Tingkeat
Kabupaten,  dipandung  perlne o perlu dibenituk
Kelompok  Kerjao Program Terpadu Penmgkatan
Peranan Wanitao menuju Keluarga Schat Sejahtera i
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 201 0;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25 jis Undang-undang Drt Nomor 21 Drt
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77 jo Undang-undang Nomor 58
Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 10&, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1043),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenting
Keuangan  Negara (Lembarun Nepara Republik
Indonesia Tahun = 2002 Nomor 47, Tumbihan
Lembaran Negoura Republik Indonesin Nonar 12305
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Iodang-Undang  Nomor T Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negura Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 47, Tambuhan
Lembaran Negara Repablik Indonesia Nomor 4280 );

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004  tentang
Pemenksaan, Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Reuangan Negara (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nemor 00,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahuan 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Jomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar S887),
sebagaimana  telah beberapa kali dinbah dengan
Undang-Undang  Nomor @ Tahun 20015 Tentany
Perabahan Redua Atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 wntang Pemermitahan Dactah (bembaran
Negura Repubbk Indonesie Tahun 20015 Nomor S8,
Tambahan  Lerabaran Newra Republik Indonesia
Nomor Sa74).

Undang-Undang Nomor 33 ‘Tahun 2004, rentang
Perumbangan heuanean Antara Pemenntah Pusat dan
Pemermtuh Daerah (Lembaran Nepara Republhik
Indonesie - Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Naomor -1438);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perhndungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republhik Indanesia Tahun 2000
Nomor 140, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 3059),

Undang-undang  Nomor 3o Tahun 2009 tentang
Keschatan  (Lembaran Negara  Repubhk  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S063);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tauhun 2005 tentang
Pengelolaan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentung
Pedoman Pembinaan dan Pengawasun
Penvelenggaraan  Pemerintah - Daerah (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Talnm 2005 Nomor 1635,
Tambahan  Lembaran  Nepara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003
tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam
Pembangunan;

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor:
41/Kep/Meneg.PP/VIII/2007 tentang Pedoman
Umum Revitalisasi Program Terpadu  Peningkatan
Peranan Wanita Menuju Kelurga Schat dan Sejahtera,

Peraturan Mentert dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2009 (entang Pedoman Pelaksanaan Pemngkatan
Peranan  Wanita  Menuju Keluarpa Sehat dan
Sejahtera ci Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 86 Tahun
2015 tentang Pembentukan Hukum Dacrah,

CPeraturan Dacrah Kabupaten Pesisic Selatan Nomor 5

Tahun 2014 tentang Susunan Orpanisasi dan Tata
Kerja Lembagun Teknis Dacrah Kabupaten Pesisir
Selatan;

Peraturan Daerah Kabupuaten Pesisir Selotan Nomor 7

Tahun 2015 (entang  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeralh Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Angparan 2016,

Peraturan Bupati Pesisit Sclatin Nomor 67 Tahon
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendaputan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun
Anggaran 2016,
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Penetapan Kelompok Kerja Prograam Terpadu
Fenmpkatan Peranan Wanite Meougue Reluanrpa Seh
Sejahtera (PAWRSS) Kabupaten Pésisir Sclivan Tahuan
2016, sebugaimana  tercantumn pada Lampiran
Keputusan  ind dan merupakan  bagian - yang ek
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini,

Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan

Wanita Menuju Keluarga Schat Sejahtera (P2WKSS)

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 sebagaimana

cdimuaksud  diktum  KESATU, mempunyviad Gigas-tupgas

bherikut,

1.Membantu Bupati Pesisir Sclatan dalam Peninglatan
Program Terpadu Peningkatan  Peranan  Wanita
Menuju  Keluarga  Schat  Scjahtera (P2WKSS)
Kabupaten Pesisir Selatan;

2.Menyusun percncanaan dan melaksanakan kegiatan,
melakukan pembinaan, pemantauan dan
mengevaluasi pelaksanaan program;

3.Pelaksanaan teknis kegiatan menjadi tanggung jawab
masing-masing dinas teknis, Tim  Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi
Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan
lain-lain;

4.Secara berkala Kelompok Kerja Program Terpadu
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Pesisir Selatan
melaksanakan rapat koordinasi.

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupalen Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanoaan Anggaran
Pada Satuan Kerja pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Pemerintahan No o, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Percmpuan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggul ditetapkan
Ditetapkan dr Paman
Pada tangef 20 Marel 2010
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LAMPIRAN ! KEPUTUSAN BUPAT] PESISIR SELATAN

NOMOR ! 410/ 84 /Kpts/BPT-PS/2016

TANGGAL i 20 Maret 2016

TENTANG ¢ PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PROGRAM T"RPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT SEJAHTERA DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016

Nama-Nama dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Program
Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS) Kubupaten Pesisir Selatan

| CREDUDUKAN

NO) NAMA JABATAN  INSTANSI DALAM POKJA
| (1} I | 1) (1)
b H Hendvagoni, S0, MH - Bupat Pesisir Selatan | Penasehal
2| Drs. Rusmayul Anwar, M. P | Wakil Bupati Pesisir " Penangguny
e Scelatan o [Mawab
3. | Ir. Erizon, M.'I' L Sekretars Dacrah | Wukil
! Kabupaten Pesisir | Penanggung
R o | Selatan ) Jawabh
4. | Mawardi Roska, S|P | Kepala Badan | Ketuu

| Pembercay aan

i Masyurakat, Keluarga
| Berencana dan
[ Pemberdayaan

\

.

Perempuun i
Kabupaten Pesisir E
)

|

f
|
!
|
{
|
|

N - | Selatan .
S. | Ny. Hj. Lisda Hendrajoni, SE | Ketua Tim Penpgerak s Wakil Ketua |l
 Pemberdayaan |
CKesepuhteraan
Keluarga  Kubupaten
Pesisir Selatan
6. | Dra. Norita Wisna Kabid Sosial Budaya, | Wakil Ketua |
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan  Anak
pada Badan
Pemberdayaan
| Masyarakat, Keluarga
Berencana dan
Pemb:rdayaan
Perempuan
7. | Aslinda, SH Kasubbid Sosial | Sekretaris
Budaya dan
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga pada Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Keluarga Berencana
dan  Pemberdayaan
' Perempuan
| Kabupaten Pesisir |
| Selatan, B
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l Daerah
[ Pesisir Selatan
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8. | Dr.H. Satria Wibawa, M.Kes | Sekretaris Badan | Anggota
Pemberdayaan
Masyarakat,
Keluarga Berencana
dan  Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten Pesisir
Selatan.
0. [ Salman Alfarisi.B,S.STP,M.Si | Kabid Kelembagaan | Anggota
Ketahanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat pada
pada Badan
Pemberdayaan
Masyarakat, Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten Pesisil
| Sclatan. e
10. | Hj.Meri Nelty Syamra,5.KM, Kabid [veluarga | Anggola
MM Berencani pud |
r 'Badan Pemberdayuan I |
‘ Masvarakat, eluarga | |
"Berencana dam |
Pemberday aan i
Perempuan ! i
| Kabupaten Pesistr | |
o ;Sclatan | B
11, | Erliza Desilianti, SH, MM Stal I Angrota ]
| ' Penganekarapgaman i i
| ’ Nonsums o !

! I ' pada Badan | |
CKetahiman Panpan | I
| dan Peny vluhan :

Kabupaten Pesisir | |
e ) Selatan . '
12. | Sumardi, S.KM | Kabid Promosi Anggol:\
Kesehatan dan |
| Sumber Dayu ! f
. Resehatan puda |
PITHES heschatan
r Kabupaten Pesisir ;
__Iselaan
13. | Hendra Arman, &' | Kasubbid Stal Bidang Anggota |
Sosial dan Budaya i
pada Badan |
Perencanaan ’
Pembangunan | |
Kabupaten 1
|



a
-

14. | Novrini Yanti, 8.Pd kasi  Bina  Usaha | Anggotd
Kelembagaan — Sosial
dan Penanuman Nilai
Kepahlawanan  pada ' !
Dinas Sosial, 'l'vnugu‘\ l
Kerja chin |
| Transmigrasi o i
- Kabupaten Pesisir | l
i R R — |
15. | Delfina, SH Kasi Keaksaran | Anggota
Fungsional pada
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Pesisir
Selatan,
16. | H. Aprizal, S.Ag Kasi Bimas Islam | Anggota
pada Kantor
Kementrian Agama
Kabupaten Pesisir
Selatan
17. | Efitri Yeni, SE Kasi UMKM pada Anggota
Dinas Koperasi,
UMKM,
Perindustrian,
Perdagangan dan
Pasar Kabupaten
Pesisir Selatan
18. | Ir. Hj. Widya Dari Kasi Bina Usaha | Anggota
Pengolahan dan |
Pemasaran Hasil I
Tanam  Hertikultura |
Cpada Dinas Pertanian
! FPanaman Pangan dan ! |
Perkebunan , t
Kabupaten Pesisir | x
| Selatan | |
19. | Syamsiwal, SH, MM Kepala Bagun | Anggola ‘
CKesejuhteraun Rakyat |
' pada Sekretarnat |
i Daerah Kabupaten | i
A i Pesisir Selatan
| 20. | Yuni Darmi, S.Pd ket Hunda | /\HLZL',U';;J
f Kanduang kabupaten
I E— o . Pesisr Selatan
21 [ Hj Epita Lmda, SH kasubbud Anguota
- Resejahteraan dan | ,
CPenmgkatan kualitas ' !
| hidup Perempuan | ;
dan Anak putlia !
‘Badun Pemberdayuan | |
| | E Mz.l‘i.‘.'.ll'.lkltl‘ hetang |
i “Berencona dan | |
, | .
‘ Pemberdiy aun ' i
 Pereimpuan :
I 1 Rabupolen Pesisiv
L | Selatan
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22. | Sukri Eriani, 8 Pd | Stul hesephiterann Angrote ]
| dan Poningkatun | ![
| Kualitas ldup :
' Perempuan dun Anak ‘

: | pada Badan l(
Pemberdayann i
Masvarakat, heluarga i
Brrencalia flan :
Pemberdayaan [
[ Perempuun j ’
| Kabupaten Pesisir ‘

_ J Selatan I S —

23. | Rini Delfi Parma "Staf Sosial Budaya ] Anggota i
' dan PKK pada Badan | "

Pemberdayaan | q
i Masvarakat, Keluarga {
Berencana dan i
Pemberdayuarn
| Perempuan 1‘ 1
Kabupaten Pesisir |
I | Belatan., I E—

24 | Wiwit Setria | Stal  Sosial Budaya | Anggola l
| dan PKK pada Badan | |
| Pemberdayaun 1 |
‘Masyarakat, Keluargy |

Berencana dan | ;
Pemberdayaan { i
Perempuan ‘ I
Kabupaten Pesisir t
Selatan. |
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